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Model
Pembelajaran

Case Study

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-7 Mampu mengembangkan bahan kajian yang mendukung pengembangan PPKn baik dari perspektif pendidikan, moral,
politik, ketahanan nasional, sosial dan hukum.

CPL-8 Mampu memecahkan permasalahan bidang PPKn baik di persekolahan atau di masyarakat melalui pendekatan inter atau
multidisipliner.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Memahami dan menganalisis secara kritis landasan filsafat epistemologi Pendidikan Hukum sebagai kajian filsafat

pendidikan hukum

CPMK - 2 Menganalisis teori pendidikan hukum dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu pendidikan
terapan multidisiplin, interdisiplin, dan crossdisiplin

CPMK - 3 Mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah pengembangan teori pendidikan hukum dalam sistem hukum dan
Pendidikan Kewarga negaraan di Indonesia

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-3 CPL-7 CPL-8

CPMK-1 ✔   

CPMK-2 ✔ ✔  

CPMK-3   ✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1 ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah Teori dan Pendidikan Hukum jenjang S2 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengkaji konsepsi, isu dan
problematik aktual kontemporer tentang teori dan pendidikan hukum yang dilakukan secara interdisipliner, multidisiplin dan transdisiplin
dalam memperkuat wawasan dan penguasaan substansi materi pedagogi untuk pengembangan pendidikan Pendidikan Kewarga Negaraan.
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Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring

(offline)
Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

Mahasiswa
diharapkan mampu
menerapkan teori
hukum dalam analisis
kasus nyata untuk
mengidentifikasi
solusi yang efektif.

1.Mahasiswa dapat
mengidentifikasi
tujuan, ruang
lingkup, dan
posisi mata kuliah.

2.Mahasiswa dapat
meng analisis
kaitan pengua-
saan substansi
mata kuli ah dan
pe ngem bang an
keilmuan
Pendidikan
hukum.

3.Mahasiswa
mengemukakan
gagasan dalam
pengembangan
teori pendidikan
hukum

4.Mahasiswa
menyepaka ti
beban bel ajar
mata ku-liah untuk
satu semester

5.Mahasiswa dapat
mengidentifikasi
tujuan Pendidikan
Hukum dan
kaitannya dengan
tujuan pendidikan
nasional

6.Mahasiswa
menjelaskan
Pendidikan
Hukum dengan
HAM, Konstitusi,
dan Etika Politik
dalam konteks
PKn

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Tes

Pembelajaran
Berbasis
Masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi Online
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Rencana
Program Semester
Teeori Pendidikan
Hukum
ajar.Landaan
Filsafat Landasan
yuridis Landsaan
Sosial budaya
Pendidikan Hukum
dan konsep
Negara hukum,
Pen didikan
Hukum dan Sistem
hukum Sistem
Peradilan,
Kesadaran Hukum
Pendidikan Hukum
dan Keadilan dan
Sistem Hukum,
Pendidikan Hukum
dan Tujuan
Pendidikan
Nasional. Konsep
Negara Hukum
Hak Azasi
Manusia,
Konstitusi,
Pendidikan Hukum
dan Pendidikan
Etika Politik,
Pendidikan Hukum
dan Pendidikan
Kewarga
Negaraan
Pustaka:

5%



2
Minggu ke 2

Mahasiswa
diharapkan mampu
mengidentifikasi dan
menganalisis isu-isu
hukum kontemporer
secara kritis dan
kreatif berdasarkan
pemahaman dari
pendidikan hukum
yang diterima.

1.Kemampuan
menganalisis isu
hukum
kontemporer

2.Kemampuan
mengidentifikasi
peran pendidikan
hukum dalam
pemikiran kritis
dan kreatif

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Tes

Diskusi
kelompok
dan studi
kasus.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
isu hukum
kontemporer dengan
pendekatan kritis dan
kreatif
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
pemikiran kritis
dan kreatif,
Pendidikan hukum
dan relevansinya
dengan isu-isu
hukum
kontemporer
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

0%

3
Minggu ke 3

Mahasiswa
diharapkan mampu
mengevaluasi
dampak kebijakan
hukum terhadap
pembangunan
karakter dan
kewarganegaraan
dalam konteks
pendidikan Pancasila.

1.Analisis dampak
kebijakan hukum

2.Kemampuan
evaluasi terhadap
pembangunan
karakter dan
kewarganegaraan

3.Penerapan
konsep Pancasila
dalam evaluasi

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Diskusi, studi
kasus, dan
presentasi.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Penugasan Esai
tentang Analisis
Dampak Kebijakan
Hukum terhadap
Pembangunan
Karakter dan
Kewarganegaraan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Teori
kebijakan hukum,
Pembangunan
karakter dan
kewarganegaraan,
Pendidikan
Pancasila
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

4
Minggu ke 4

Mahasiswa
diharapkan mampu
menciptakan
metodologi penelitian
interdisipliner yang
dapat
mengintegrasikan
teori hukum dan
pendidikan secara
efektif untuk
menyelesaikan isu-
isu sosial yang
kompleks.

1.Kemampuan
mengidentifikasi
isu-isu sosial
yang relevan

2.Kemampuan
mengintegrasikan
teori hukum dan
pendidikan dalam
metodologi
penelitian

3.Kemampuan
menyusun
rencana penelitian
interdisipliner

Kriteria:
1.
2.Pedoman

Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Portofolio

Pembelajaran
Berbasis
Masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan metodologi
penelitian interdisipliner
dalam menyelesaikan
isu-isu sosial terkini.
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi:
Pengenalan
Metodologi
Penelitian
Interdisipliner,
Teori Hukum dan
Pendidikan dalam
Konteks
Penelitian,
Langkah-langkah
Menciptakan
Metodologi
Penelitian
Interdisipliner
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

5
Minggu ke 5

Mahasiswa
diharapkan mampu
menerapkan prinsip-
prinsip hukum dalam
desain kurikulum
pendidikan Pancasila
dan
Kewarganegaraan.

1.Penerapan
prinsip-prinsip
hukum dalam
desain kurikulum

2.Analisis kritis
terhadap
relevansi prinsip
hukum dengan
konteks Pancasila
dan
Kewarganegaraan

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Pembelajaran
berbasis
masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan prinsip
hukum dalam desain
kurikulum
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
dasar hukum
dalam pendidikan,
Prinsip-prinsip
hukum yang
relevan, Desain
kurikulum dalam
konteks Pancasila
dan
Kewarganegaraan
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

10%

6
Minggu ke 6

Mahasiswa
diharapkan mampu
menerapkan prinsip-
prinsip hukum dalam
desain kurikulum
pendidikan Pancasila
dan
Kewarganegaraan.

1.Penerapan
prinsip-prinsip
hukum dalam
desain kurikulum

2.Analisis
hubungan hukum
dengan
pendidikan
kewarganegaraan

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Tes

Diskusi
kelompok
dan studi
kasus.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan prinsip-
prinsip hukum dalam
desain kurikulum,
Penyusunan portofolio
analisis hubungan
hukum dengan
pendidikan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Prinsip-
prinsip hukum
dalam desain
kurikulum,
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan,
Hubungan hukum
dengan pendidikan
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

7
Minggu ke 7

Mahasiswa
diharapkan mampu
menganalisis kasus
hukum dengan
pendekatan
multidisipliner untuk
mengembangkan
pemahaman yang
lebih dalam tentang
PPKn.

1.Analisis kasus
hukum dengan
pendekatan
multidisipliner

2.Kemampuan
mengaitkan
hukum dengan
disiplin ilmu lain

3.Kemampuan
menjelaskan
dampak kasus
hukum terhadap
masyarakat

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Portofolio

Pembelajaran
Berbasis
Masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
analisis kasus hukum
dengan pendekatan
multidisipliner,
Penyusunan portofolio
kasus hukum dengan
pendekatan
multidisipliner
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
Analisis Kasus
Hukum,
Pendekatan
Multidisipliner
dalam
Pemahaman
Hukum, Dampak
Kasus Hukum
terhadap
Masyarakat
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

0%



8
Minggu ke 8

Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisis secara
kritis landasan filsafat
epistemologi
Pendidikan Hukum
sebagai bagian dari
kajian filsafat
pendidikan hukum

1.Analisis kritis
landasan filsafat
epistemologi
Pendidikan
Hukum

2.Pemahaman
mendalam
terhadap konsep-
konsep
epistemologi
dalam konteks
Pendidikan
Hukum

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Tes

Ujian Tengah
Semester
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Ujian Tengah
Semester
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Pengantar
Filsafat
Epistemologi,
Konsep Dasar
Epistemologi
dalam Pendidikan
Hukum, Analisis
Kritis terhadap
Landasan Filsafat
Epistemologi
Pendidikan Hukum
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

9
Minggu ke 9

Mahasiswa mampu
mengevaluasi dan
menganalisis
efektivitas
pendekatan
pendidikan hukum
dalam meningkatkan
kesadaran hukum di
kalangan pelajar.

1.Analisis
efektivitas
pendekatan
pendidikan hukum

2.Evaluasi dampak
kesadaran hukum
di kalangan
pelajar

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Diskusi
kelompok
dan
presentasi.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
analisis efektivitas
pendekatan pendidikan
hukum
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi:
Pendekatan
pendidikan hukum,
Kesadaran hukum,
Evaluasi efektivitas
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

10
Minggu ke 10

Mahasiswa
diharapkan mampu
mengevaluasi
efektivitas
pendekatan
pendidikan hukum
dalam meningkatkan
kesadaran hukum di
kalangan pelajar.

1.Kemampuan
menganalisis
efektivitas
pendekatan
pendidikan hukum

2.Kemampuan
menyusun
rekomendasi
perbaikan
pendekatan
pendidikan hukum

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Praktik / Unjuk Kerja

Diskusi
kelompok,
studi kasus,
presentasi.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
studi kasus efektivitas
pendekatan pendidikan
hukum
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi:
Pendekatan
pendidikan hukum,
Kesadaran hukum,
Evaluasi efektivitas
pendidikan hukum
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

11
Minggu ke 11

Mahasiswa
diharapkan mampu
menciptakan strategi
pembelajaran inovatif
yang
mengintegrasikan
teori hukum ke dalam
praktik pendidikan
kewarganegaraan.

1.Kreativitas dalam
mengintegrasikan
teori hukum ke
dalam
pembelajaran
kewarganegaraan

2.Kemampuan
menerapkan teori
hukum dalam
konteks
pendidikan
kewarganegaraan

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
Berbasis
Proyek.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan teori hukum
dalam pendidikan
kewarganegaraan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Teori
Hukum,
Pendidikan
Kewarganegaraan,
Strategi
Pembelajaran
Inovatif
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

12
Minggu ke 12

Mahasiswa
diharapkan mampu
menciptakan strategi
pembelajaran inovatif
yang
mengintegrasikan
teori hukum ke dalam
praktik pendidikan
kewarganegaraan.

1.Penerapan
konsep hukum
dalam
pembelajaran
kewarganegaraan

2.Kreativitas dalam
mengembangkan
strategi
pembelajaran

3.Kemampuan
mengintegrasikan
teori hukum ke
dalam praktik
pendidikan

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Pembelajaran
Berbasis
Masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan konsep
hukum dalam
pendidikan
kewarganegaraan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
Hukum,
Pendidikan
Kewarganegaraan,
Strategi
Pembelajaran
Inovatif
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

5%

13
Minggu ke 13

Mahasiswa
diharapkan mampu
menerapkan konsep
hukum dalam
merumuskan
kebijakan publik yang
mendukung
pendidikan
kewarganegaraan.

1.Analisis konsep
hukum dalam
kebijakan publik

2.Kemampuan
merumuskan
kebijakan publik
yang mendukung
pendidikan
kewarganegaraan

Kriteria:
Pedoman
Penskoran

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Praktik / Unjuk Kerja

Diskusi
kelompok
dan studi
kasus.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
penerapan konsep
hukum dalam kebijakan
publik
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
hukum dalam
kebijakan publik,
Pendidikan
kewarganegaraan,
Proses
pengembangan
kebijakan publik
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

10%

14
Minggu ke 14

Mahasiswa
diharapkan mampu
menerapkan konsep
hukum secara kritis
dan analitis dalam
konteks
pengembangan
kebijakan publik
untuk mendukung
pendidikan
kewarganegaraan.

1.Analisis konsep
hukum dalam
kebijakan publik

2.Kemampuan
mengidentifikasi
implikasi
kebijakan
terhadap
pendidikan
kewarganegaraan

3.Kemampuan
menyusun
rekomendasi
kebijakan yang
berbasis hukum

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Portofolio

Pembelajaran
berbasis
masalah.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
studi kasus
pengembangan
kebijakan publik untuk
pendidikan
kewarganegaraan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Konsep
hukum dalam
kebijakan publik,
Pendidikan
kewarganegaraan,
Analisis kebijakan
publik
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

10%



15
Minggu ke 15

Mahasiswa
diharapkan mampu
menganalisis
hubungan antara
hukum dan kebijakan
dengan praktik
pendidikan
kewarganegaraan di
Indonesia.

1.pengaruh hukum
terhadap praktik
pendidikan
kewarganegaraan

2.analisis kebijakan
pendidikan
kewarganegaraan

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi
kelompok
dan studi
kasus.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
studi kasus pengaruh
hukum dalam
pendidikan
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi: Sistem
Hukum Pendidikan
di Indonesia,
Kebijakan
Pendidikan
Kewarganegaraan,
Analisis Pengaruh
Hukum dalam
Pendidikan
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

10%

16
Minggu ke 16

Mahasiswa
diharapkan mampu
mengidentifikasi dan
menganalisis
masalah-masalah
pengembangan teori
pendidikan hukum
dalam sistem hukum
dan pendidikan
kewarganegaraan di
Indonesia.

1.pengidentifikasian
masalah

2.analisis dampak
3.solusi yang

ditawarkan

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Tes

Diskusi, studi
kasus,
presentasi.
[TM:1x(2x50”
)] [PT BM:(1
1 )x(2x60”)]

Diskusi daring tentang
masalah-masalah
pengembangan teori
pendidikan hukum
dalam sistem hukum
dan pendidikan
kewarganegaraan di
Indonesia
[TM:1x(2x50” )] [PT
BM:(1 1 )x(2x60”)]

Materi:
Pengembangan
teori pendidikan
hukum, Sistem
hukum di
Indonesia,
Pendidikan
kewarganegaraan,
Masalah-masalah
dalam
pengembangan
teori pendidikan
hukum
Pustaka:
Handbook
Perkuliahan

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 57.5%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 12.5%
3. Penilaian Portofolio 7.5%
4. Praktik / Unjuk Kerja 7.5%
5. Tes 15%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan
khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati
dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi
pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten
dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok

bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat

kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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